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mahslahah.

Traditionally, the theory of unrestricted interests (mashlahah) was derived into five
aspects; it is close to the concept of al-magashid al-syariyyah. Due to the inclusion of
good ethics (makarim al-akhlaq) into mashlahah, then this needs {o be reformulated
into some alternative concepts of mashlahah. There are interests for life (al-mashalih
al-hayawiyyah), interests for brain (al-mashalih al-aqgliyah), and interests for soul (al-
mashalih al-ruhiyah). The expected result is, there will be an integrated concept of

i dalam dua karyanya' Al-Jabiri

menjelaskan model studi Islam

klasik. Dengan argumentasi yang
apik dan sistematis, Al-Jabiri sampai pada
kesimpulan bahwa sistem dan struktur
epistemologi iimu-ilmu nagff dan agli tidak
lepas dari model nalar bayani, burhani dan
juga medel nalar 9rfani. Menurut Al-Jabiri
barawva Syatibi mengalihkan studi ushdf al-
figh dari al-mumasilat al-qgiyasiyah al-
zanniyah (praktek prinsip persamaan dalam
giyas yang bersifat relatif) dalam kerangka
epistemologi bayani menjadi al-mumérasat
al-istidlaliyah al-qath’iyah (praktek inferensial
yang bersifat mutlak ) dalam kerangka
epistemologi burhani.

Beberapa tahun sebelum karya Al-
Jabiri “Takwin al-Aqli al-Arabi” yang
memposisikan filsuf dan ulama muslim
sebagai kelompok al-burhaniyun (pendu-
kung nalar burhani), dalam tulisan Toha
Abdurrahman yang berjudul ‘An-al-istidla! fi
an-Nash-shi al-Khulduni, dijelaskan tentang
metod&e nalar |Ibn Khaldun dalam Mu-
qoddimah.?. Menurut Toha semula Ibn
Khaldun ingin menggunakan nalar burhéni

untuk mengembangkan teori ifm al-‘umrani
(ekisticks), namun, lanjut Toha ibn Khaldun
akhirnya menggunakan metode al-hijaji
(metode argumentasi rasional) ala kaum
ushuli seperti giyas tamsif (reasonning by
analogy), as-sabru wa at-taqsim (sandage
and division atau dilema), dan qiyas al-
murakkab (silogisme majmuk atau

'Buku pertama. 1994, Takwin al-Aqgli al-
‘Arabi (Beirut; : Markaz Dirasat al-Wahdah al-
‘Arabiyah).. Cetakan pertama pada Dar-At-
Tol"ah Beirut tahun 1984. Buku kedua, 1992.
Bunyatu al-Aqli al-‘Arabi Dirdsah Tahliliyah
Naqdiah Linazmi al-Ma'rifah fi as-Saqdfah al-
‘Arabiyah, (Beirut : Markaz Dirasat al-Wahdah
al-’Arabiyah). Cetakan pertama pada tahun
1989, cetakan kedua pada tahun 1987, dan
cetakan ketiga pada tahun 1990.

? Toha Abdurrahman..1994, Tajdid al-
Minhaj fi Taqwim af-Turas (Dar al-Baido™: Al-
Markaz as-Saqofi al-'Arabi).,hal. 115. Lihat juga
bagian pembahasan yang berjudul Thobi'ah
al-Istidfal al-Hijaji fi an-Nash-shi Al-Khulduni,
dalam Toha Abdurrahman, 1998. Al-Lisdn wa
Al-Mizdn awu At-Takausar al-Agli (Dér al-
Baido": Al-Markaz as-Saqofi al-‘Arabi)., hal.
393.
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polisilogisme®).* Metode-metode ini tegas
Toha digunakan pula oleh Syatibi dalam
merumuskan al-magdsid.®

Toha mengemukakan beberapa alasan,
antaralain bahwa dalam catatan pendahuluan
Al-Muwafagat, Syatibi menetapkan perlunya
penyimpulan al-qoth’i (pasti) dalam al-ushdl
sebagai dasar pengembangan figh. Untuk
memperoleh penyimpulkan al-qoth', Syatibi
menggu-nakan dan mengadopsi metode

pembuktian (fadiif} yang lazim digunakan -

oleh kaum ushuii.

Sedangkan untuk merumuskan
universalia yang meyakinkan (kuffiyat al-
qoth’i), Syatibi menggunakan metode al-
istiqré’ (induksi). Akan tetapi metode
pembuktian induktif ini tidak sama dengan
metode induksi yang pernah dikembangkan
oleh Aristoteles.®

Dari uraian di atas terungkap sejumiah
permasalahan yang berkaitan dengan nalar
induktif. Tulisan ini memfokuskan uraian
tentang induksi Syatibi dalam kaitannya
dengan perumusan al-maqgdsid (al-masélih)
sebagai basis iitihad di dunia moderen.

Induksi al-Syatibi

Dalam al-Muwafagat istilah induksi
disebut al-istigré’. Induksi sendiri berasal
dari bahasa Latin in (dalam, ke dalam) dan
ducere (mengantar). Kata ini diterjemahkan
pertama kali ke dalam bahasa Latin
barangkali oleh Cicero dari istilah Aristoteles
epagoge.” Pembedaan antara induksi dan
deduksi bukan lagi ciri khas filsafat.
Pembedaan ini membedakan satu jenis
induksi dari satu jenis deduksi. Jauh lebih
memuaskan jika menganggap induksi
sebagai penalaran probabel (mentak) dan
deduksi sebagai penalaran pasti.®

Dalam ilmu logika, induksi didefinisikan
sebagai suatu bentuk penalaran dari
partikular {juzi'yat) ke universal (kulliyat).

Premis-premis yang digunakan dalam
penalaran induktif terdiri atas proposisi-
proposisi partikular. Sedangkan konklusinya
adalah proposisi universal. Karena proses
penalaran yang ditempuh bertolak dari
partikular ke universal atau dari khusus ke
umum,? induksi pada hakikatnya adalah
suatu proses generalisasi, yakni berda-
sarkan hal-hal partikular yang teliti, diperoleh
konklusi universal.*®

Jika hal-hal partikular itu mencakup
keseluruhan jumiah dari suatu jenis atau
peristiwa yang diteliti, maka yang demikian
itu disebut induksi''dengan enumerasi
lengkap.? Dalam pandangan Aristoteles,

3 Polisilogisme merupakan suatu rantai
silogisme, di mana kesimpulan-kesimpulan
darisilogisme-silogisme yang mendahului
{yang disebut prosilogisme) tercakup dalam
premis-premis silogisme-silogisme akibat
{yang disebut episilogisme). Logika formal
menetapkan syarat-syarat umum untuk
ketepatan berbagai jenis polisifogisme ini.
Lihat Lorens Bagus, 2000. Kamus Filsafat
{Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama},hal.
856.

4 Toha Abdurrahman, ‘Ani al Istidlal fi an-
Nash Al-Khulduni dalam A’mél an-Nadwah
Ibn Khuldun, hal. 57-75.

5 Abdurrahman, Tajdid..., Op. cif,hal. 117,

& ibid.

7 Bagus, Op.cit, hal. 856.

8 fbid.

% Al-Muzaffar, Op.cit. hal. 264. Lihat juga
Jan Hendrik Rapar, 1996. Pengantar Logika,
Asas-Asas Penalaran Sistemalis, (Yogyakarta
: Kanisius,), hal.86.

10 Jamil Soliba. 1982. Al-Mu’jam al-Falsafi,
(Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani), hal.l/72.

" Lihat juga Muhammad Ali At-Tahanawi,
Mausuw’ah Kasyyaf ishtilahat al-funtin wa al-
‘ufm, (Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun),
hal.1355

12 Disebut juga induksi formal dan induksi
lengkap. Dalam istilah Arab disebut istigrd’
tam.
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induksi sempurna adalah proses sampai
pada suatu genus berdasarkan suatu
pengujian terhadap semua spesiesnya. Jika
demikian induksi merupakan generalisasi
dilakukan hanya atas beberapa hal
partikular, bahkan dapat pula hanya atas
suatu hal khusus atau satu peristiwa
khusus, maka yang demikian ini disebut
induksi tidak lengkap.* Dalam penelitian
ilmiah, seringkali tidak mungkin menerapkan
induksilengkap. Karena itu, lazim digunakan
adalah induksi tidak lengkap.

Penalaran induktif digunakan selama
berabad-abad. Aristoteles dianggap sebagai
orang pertama memperkenalkan metode
induksi. Dan induksi lengkap, menurutnya
memberikan kesimpulan atau pengetahuan
yang pasti dan meyakinkan (qath’). Berbeda
dengan induksi tidak lengkap menghasilkan

" preposisi atau premis yang kebenarannya
relatif atau zanni. Hasil penalaran pertama,
menurut Aristotelean sangat meyakinkan
karena mencakup satuan-satuan yang
diteliti secara induktif, yaitu bentuk-bentuk
yang nyata (al-mu’ayyanat) atau partikular-
partikular (al-juz’iyyat) yang semua sifat-sifat
persamaannya sesuai dengan setiap bagian
yang diinduksi itu.

Jadi dengan menggunakan cara kerja
induksi, kita dapat secara sah menarik
kesimpulan umum tertentu yang dianggap
benar dan berlaku umum, kebenaran
kesimpulan itu apakah berbentuk hukum
atau teori ilmiah harus dianggap sebagai
bersifat sementara. Artinya walaupun kita
secara sah mendasarkan diri pada berbagai
fakta yang ada untuk menarik suatu
kesimpulan yang benar, ini tidak menjamin
bahwa kebenaran kesimpulan itu bersifat
mutlak karena ciri dasar dart induksi selalu
tidak lengkap.'*

Syatibi seperti juga umumnya
logikawan mengakui bahwa induksi selalu
tidak lengkap, tetapi menurutnya induksi

tidak lengkap sama halnya dengan induksi
lengkap melahirkan pengetahuan yang
selalu pasti dan benar (#m al-darun). Syatibi
juga mengklaim bahwa istigré’
ma’nawi,demikian ia manamakannya, sama
dengan mutawatir ma’nawi. Keduanya
menghasitkan kesimpulan yang pasti dan
benar. ltulah sebabnya ia menggunakan
metode induksi untuk merumuskan al-
maqdsid syari'ak yang lebih banyak
mengacu kepada pernyataan-pernyataan
umum al-Qur'an dan Sunnah.

Syatibi dan Teori al-Maqodsid

Dalam studinya' Al-Raisuni menge-
mukakan bahwa al-magésid Syatibi berdiri
atas dua asas, perfama, kausasai atau
enumerasi syari'ah (ta'lify dengan menarik
maslahah dan menolak mafsadah. Kedua,
al-maqésid sebagai produk induksi menjadi
dasar fjtihad terhadap kasus-kasus yang
belum tersentuh oleh nash dan qiyas.

Menurut Syatibi al-ushul atau kaidah-
kaidah fundamental pengembangan hukum
Istam terfokus pada kulliyat al-syari'ah yang
meliputi daruriyat, hajiy4t dan tahsiniyat.
Ketiga tingkatan al-masélih yang menjadi
kulliyat al-syari'ah ini bersifat qothi karena
beberapa alasan :1.bahwa sebagian kulliyat
mengacu kepada prinsip rasional (ushuf
agliyah), 2.Kulliyat itu merupakan hasil dari
induktif secara menyeluruh (istigro’ kulli) dari

" Bagus, Op.cit, hal, 857. Dalam bahasa
Arab induksi tidak lengkap disebut istiqré’
nagis.

A .Sonny Keraf dan Mikhael Dua. 1995.
Hmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan
Filosofis,(Yogyakarta: Penerbit Kanisius), hal.
100.

'S Al-Raisuni, Ahmad.1992. Nazariyat al-
Maqésid ‘inda Al-lmam Syatibi, (Riyadh : al-
Dar al-'llmiah li al-Kitab al-Islami, ) hal 143,
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dalil-dalil syari'ah. Baik ushul agliyah
maupun kulliyat sama-sama melahirkan
pengetahuan yang selalu pasti (al-ma'’rifah
al-yaqginiyah). 3.perpaduan antara prinsip
rasional dan induksi menyeluruh yang
bersifat gath’i tersebut melahirkan kaidah
yang qath’i pula. Inilah yang disebut ushuf
al-figh, kata Syatibi '

Kebenaran dan kepastian (al-qath’i wa
al-yaqgin) dalil induksi dibentuk oleh sejumlah
juz’iyat yang bersifat relatif atau zanni.
Namun perpaduan dan kolektifitas dalil-datil
tersebut melahirkan kulliyat atau prinsip-
prinsip umum yang pasti (al-kulli al-qoth’y).

Syatibi mengatakan bahwa bukti-bukti
doktrinal (al-adiffah al-sam’iyah) secara
parsial hanya akan melahirkan pengetahuan
yang zanni. Namun perpaduan antara
semua dalil-daiil itu dengan cara induktif
menghasilkan pengetahuan yang gath’i.
Dalil-dalil yang diakui (al-adiflah al-
mu'tabarah) menurut Syatibi, adalah hasil
pembuktian induktif dari sejumlah dalil-dalil
zanni yang secara kolektif mengandung
makna yang sama sehingga melahirkan
kesimpulan yang pasti. Karena itu, lanjutnya,
metode pembuktian induktif mirip dengan al-
tawatur atau mutawatir ( premis-premis yang
ditransmisi) yang menghasilkan pengeta-
huan yang pastidan bahkan induksi menjadi
bagian dari al-tawatur itu sendiri.

Konsep Al-Qoth’i Menurut Syatibi

Sebagaimana disebutkan di muka
bahwa kullivat dan ushul al-figh menurut
Syatibi sama-sama bersifat al-goth’i, tetapi
apakah maksud qoth’i tersebut? Toha
Ahdurrahman membagi al-gothimenjadi dua
yaitu? qgoth'u as-Shurah atau al-Qoth’u as-
shuwari (kepastian formal) yaitu suatu
ungkapan keyakinan yang disimpulkan dari
akurasi inferensial (istidlal ) yang dihasilkan
melalui mekanisme yang sangat tepat pada

perpindahan dari premis kepada
kesimpulan. Kedua, goth’u al-madhmun
atau al-goth’u al-madhmuni (kepastian
makna dan isi) yaitu suatu ungkapan
tentang keyakinan yang disimpulkan dari
kandungan premis (perposisi) yang masuk
dalam inferensial sekalipun media yang
digunakan berupa mekanisme perpindahan
yang tidak selalu tepat. Al-gath’i bentuk
kedua ini tampaknya menjadi pilihan
Syatibi. Artinya bahwa al-goth’iadalah suatu
keyakinan terhadap proposisi-proposisi
universal yang dihasilkan oleh nalar induktif
dari dalil-dalil syari’ah yang bersifat ith-
thirod (teratur), tsabat (tetap), dan al-
hakimiyah (penentu).® Pilihan ini tidak
mengganggu metode istidial yang
diadopsinya dari kaum ushuli dan cara
istidlal lain yang digunakan oleh Syatibi.
Di sini terlihat keselarasan antara al-
madhmin alk-qoth’i (kepastian makna atau
isi) dengan al-istidlal al-hijaji (nalar dengan
argumentasi rasional).

Dari uraian di atas pertanyaan yang
mengemuka adalah apakah yang mendorong
Syatibi untuk mencari al-qoth'i dengan
melakukan praktek nalar al-hijaji? Mung-
kinkah itu karena ketidakmampuannya ter-
hadap nalar burhani? ataukah karena lebih
disebabkan oleh karakteristik al-maqdsid
yang menjadi fokus perhatiannya?

Tentu saja jawabannya bukan karena
Syatibi tidak mampu menggunakan nalar
burhani, melainkan karena karakteristik al-
magqdsid itu sendiri sehingga mendorongnya
untuk menggunakan naiar al-hijaji. Hampir
dapat dipastikan bahwa mereka yang
menekuni ilmu-ilmu sosial (al-‘ufum al-
hayyah) seperti ilmu humaniora harus

16 Syatibi, Op.cit, hal.1/29-30.
7 Abdurrahman, Op.cit, hal. 115,
18 Syatibi, Op.ci, hal. 1/78-79.
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menguasai dan menggunakan metode nalar
hijaji karena relevansinya yang kuat dengan
wacana yang berkembang di tengah
masyarakat.

Nalar Burhani ala Syatibi

Di dalam af-Muwafaqéat, Syatibi tidak
menggunakan istilah ai-burhan terutama
dalam diskusinya tentang al-goth’i, apalagi
menggunakan kata tersebut dalam
pengertian metodologi tertentu. Andaikata
istilah tersebut muncul tidak lepas dari
konteks pengertian umum seperti ad-dali/
dan al-istidlal, itu pun hanya beberapakali."®
Kenyataan ini berbeda dengan keyakinan
Al-Jabirl yang memasukkan Syatibi ke
dalam kelompok al-burhaniyiin (pendukung
nalar burhani).

Untuk memastikan kebenaran klaim Al-
Jabiri tersebut benar. Pertama-tama yang
harus dicermati adalah definisi al-burfian itu
sendiri. Al-Jabiri dalam banyak hal kata
Abdurrahman merumuskan berbagai definisi
termasuk definisi al-burhian secara subyekdif
sehingga menimbulkan berbagai persoalan.

‘Ada dua model definisi al-burhén yang
dikemukakan Al-Jabiri. Pertama definisi asli
dan kedua definisi hasil formulasi Al-Jabiri
sendiri. Definisi bentuk pertama disebutkan
Al-Jabiri dalam diskusi tentang sistem
epistemologi (andhimah ma’rifiyah). Dalam
definisi ini al-Jabiri menegaskan bahwa al-
burh&n dibangun di atas beberapa sifat,
yaitu: 1.metode nalar al-burhdn adalah
produk rasionalisme Aristotelean.?®
2.metode al-burhan terkait dengan
instrumen penyimpulan al-giyas al~ami’ (syl-
logism unifierlink) dan instrumen induktif
yang bersifat eksperimen indrawi dan
enumerasi sebab.?' 3. metade al-burhdn
tidak membutuhkan sumber pengetahuan
yang lain? yang bersifat tekstual.

Apakah ketiga sifat atau unsur tersebut
harus ada (ala sabil alam'i) dan melekat
pada diri seseorang sehingga ia dapat
dikategorikan sebagai al-burhaniyun
ataukah dengan terpenihinya salah satu sifat
saja sudah.dapat mewakili sifat-sifat 1ain (afa
sabil al-badal). Tampaknya al-Jabiri tidak
memperdulikan apakah unsur-unsur
tersebut terpenuhi keseluruhan atau
sebagiannya.

Akan tetapi kalaupun unsur-unsur al-
burhanitu terpenuhi secara keseluruhan dan
menjadi syarat esensial untuk menentukan
seseorang sebagai pendukung nalar burhéni
{al-burhéaniyah), namun dapat dipastikan
bahwa proyek al-maqésid sangat tidak
refresentatif untuk menempatkan Syatibi ke
dalam kelompok al-burhaniyin. Apalagi
dengan mencermati Kriterium asli yang
ketiga yang hanya mengandalkan sumber-
sumber rasional tidak mungkin selalu sahih
bagi Syatibi mengingat beliau di dalam al-
Muwafaqét dan al-I'tisém sangat lantang
menyuarakan prinsip bahwa “al-‘agf mengftu
dan selalu tunduk pada nagl’ atau dengan
bahsa Syatibi sendiri dalam catatan
pendahulun kesepuluh:™/a yasrahu al-aql fi
majal an-nazr il bigodri m&yusarrihuht an-
naql'®, di samping itu obyek kajian Syatibi
adalah sesuatu yang berkaitan dengan
syari'ah sehingga metodenya berbeda
dengan metode yang ditempuh oleh ahli iimu
konvensional yang selalu mengesam-
pingkan aspek sakralitas (al-mugaddas).
Sedangkan Syatibi tidak lepas dari metode
para mujtahid yang menyatakan bahwa nag/
adalah hakim bagi ‘aq/. Atas dasar ini maka

'8 |ihat Abdurrahman, Op.cif, hal, 116.

2 Al-Jabiri, Op.cit, hal. 236,

21 Ibid, hal. 428.

22 Syatibi, Op.cit, hal, 1/87. Lihat juga
Abdurrahman, Tajdid, Op.cit, hal, 395-396.

B As-Syatibi, /bid, hal. 1/87.
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penishatan Syatibi kepada al-burhéniyin
menjadi kurang beralasan.

Akan tetapi kalau kriterium al-
burhaniyan itu tidak mesti semuanya dalam
arti bahwa hanya salah satunya saja, maka
penisbatan tersebut mungkin saja sah dan
dapat diterima. Namun sehubungan dengan
ini perlu dicermatai lebih jauh proyek al-
magdsid Syatibi tersebut. Di sinilah letak
pentingnya pencermatan yang seksama
atas dua kriterium lain yang melekat di dalam
al-burhéaniyiin. Akan tetapi apabila kriterium
itu hanya membutuhkan dan menge-
depankan rasionalitas dan mengabaikan
aspek tekstualitas yang sakral (nas) maka
kriterium tersebut semestinya sudah gugur
berdasarkan argumentasi di atas. Karena
dengan keikutan dan ketundukan ‘aq/
kepada nagq/ sudah tidak mungkin lagi
mempertahankan rasionalisme Aritotelean,
dengan bahasa Toha al-ma‘qif al-aqii al-
aresthi. Bukankah Syatibi mengkritik filsafat
Yunani karena dua alasan prosudural yang
nilai ilmiahnya sulit dipungkiri: pertama
hahwa filsafat terjebak pada masalah-
masalah abstrak yang teoritis tanpa
dibarengi oleh aksi atau perbuatan {‘amal),
sementara yang diperlukan adalah
keselarasan antara ilmu dengan perbuatan
atau teori dengan peraktik, keduanya tidak
akan terpisahkan. Kedua, bahwa metode
filsafat terlalu complication (af-fa'qid) dan
composition (ai-tarkib) sementara yang
dibutuhkan adalah mendekatkan metode-
metode yang mengantar kita kepada ilmu
pengetahuan?® secara efektif. Adapun
kriterium asli yang kedua yang berkaitan
dengan al-burhanidaninduksi sebab (istigré’
sababi), maka akan mengalihkan perhatian
kita kepada definisi formulatif nalar burhan?
yang dirumuskan oleh Al-Jabiri sendiri.
Dalam konteks diskusinya tentang Syatibi,
Al-Jabiri menampilkan dan membatasi al-
burhan pada tiga sifat yaitu: a, mengikuti

metode al-istintdj atau giyas al-jami’®® b,
mengikuti metode istiqré’ dan c,
mempertimbangkan maqbsid syar’i.

Dalam kaitannya dengan kriterium
formulatif yang pertama yaitu melakukan
penyimpulan deduktif (al-istintdf) melalui al-
giyas al-jami’, tahapan-tahapan prosesnya
bila dihubungkan dengan produk Syatibi
tidak mungkin benar, hal ini terjadi karena
Syatibi sejak semula mengesampingkan al-
qiyas al-jami’ (silogisme kategorik) yang
merupakan nama awal bagi giyas al-hamli
dari dua aspek yang sangat fundamental:
pertama dari aspek af-tasannu’, {pembu-
atan) karena giyas ini menafikan syarat al-
isticllal al-tabi’f atau dalam istilah Syatibi “al-
umfi’, artinya dalam hal ini Syatibi sepakat
dengan pendapat mayoritas (al-jumhir),®
dan kedua, dari aspek al-ta’aqqud
(kompleksitas) karena dalam penyusunan
bentuk sillogisme ini sangat bertele-tele
sehingga tidak efektif dan akan menga-
caukan sistem berpikir untuk memperoleh
hal-hal yang diperlukan.#

Adapun unsur kedua dalam definisi a/-
burhan yang diformulasikan sendiri oleh Al-
Jabiri adalah “mengikuti metode induksi”.
Syatibi memang menggunakan metode
pembuktian induktif, namun induksi yang
digunakannya itu tidak dapat digolongkan
ke dalam sistem epistemologi burhani (an-
nizdm al-burhani). Karena induksi model ini
kendati menghasilkan kulliyat sebagaimana
juga induksi Syatibi, tetapi sifat konklusinya
tidak meyakinkan atau tidak pasti
sebagaimana dikatakan Aristoteles. Karena
ia membutuhkan penyimpulan silogistik (al-
istintaj al-qiyasi) sebagai referensi (sanad)

2 Ihid, hal. 1/56. _

% Al-Jabiri, Takwin...Op.Cit, hal 397.
28 As-Syatibi, Ibid, hal. IV/377.

7 thid, hal }/59.
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yang menjadi dasar, bangunannya.
Sementara induksi Syatibi menghasilkan
kesimpulan yang al-qoth’i (pasti) tanpa
membutukan referensi silogisme apapun,
karena ke-gof’-annya bersifat goth’un
madhmin atau kepastian isi yang mengikuti
kulliyat yang sejak semula memiliki sifat
qoth’i. Model penalaran ini disebut prinsip
tadhéfar al-adiflah atau tardkum al-adilfah
(prinsip kolaborasi atau akumulasi dalil).2
Menurut prinsip ini dafi-dali zanniyah secara
kolektif menghasilkan al-qoth’i. Artinya
dengan adanya kolaborasi antara dalil-dali
zanni merubah status dalil-dalil tersebut
menjadi goth’. Dengan ini dapat dipastikan
bahwa induksi Syatibi merupakan sistem
baru yang lebih unggul dari nalar burhéni
sehingga hukum Islam yang dikembangkan
ala model Syatibi tersebut adalah hukum
yang empirik di satu pihak, dan di pihak lain
adalah hukum yang ajeq, baik dalam teori
maupun dalam praktek.

Enumerasi Sebab Mengikuti
Enumerasi Tujuan

Dalam perspektif filsafat hukum Islam
bahwa pencermatan terhadap al-magdsid
secara khusus merupakan percermatan
terhadap al-goyét (tujuan). Sehubungan
dengan ini ada dua aspek yang penting yaitu;

Pertama, al-qoth’i menurut Syatibi
fidak ditentukan oleh pengkarelasian antara
hukum dengan sifat atau sebab-sebabnya,
melainkan pengkorelasian antara hukum
dengan hikmahnya atau ‘ilfat-‘ilfat-nya.
Artinya ke-goth'i-an itu berdiri atas
enumerasi tujuan (ta’lil al-go‘), bukan atas
enumerasi sebab (ta’lil sababi). Dengan
demikian kesimpulan Al-Jabiri yang
mengatakan bahwa Syatibi menggunakan
nalar burhani atas prinsip enumerasi sebab
agak kurang tepat.2®

Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa

apabiia kita melakukan studi terhadap
enumerasi sebab dan enumerasi tujuan
yang dilakukan kaum ushuli sebelum dan
sesudah Syatibi dapat diperoleh kesimpulan
bahwa orang yang pertama-tama melakukan
enumerasi sebab adalah mereka yang

# Sejumlah dalil yang saling mendukung
dan menguatkan satu sama lain. fbid, hal. I
34-42.

2 Dalam karyanya at-Turds wa al-
Had4sah, Al-Jabiri mengisyaratkan hubungan
al-maqosid dengan tujuan {al-goyah) hal, 210-
211. Namun pernyataan al-Jabiri ini sulit
diterima karena dia membedakan antara
kulliyat syari'ah dangan maqosid as-syar'i.
Padahal berdasarkan penelitian bahwa kulliyat
masuk ke kelompok al-maqosid. Al-Jabiri
mengembalikan magosid syari'ah kepada “as-
sabab al-go'f an-nazim li al-ma’quliyak". Dan
berdasarkan penelitian pula bahwa ai-
maqosid dalam arti al-goyat atau tujuan
menjadi bagian dari al-maqosid. la juga
mengembalikan pembagian Syatibi tentang
al-maqosid kepada pembagian ‘illah menurut
Aristoteles. Berdasarkan penelitian pengem-
balian ini merupakan suatu kesewenang-
wenangan belaka. Karena tidak ada aspek
yang memungkinkan untuk menghubungkan
pembagian ini kecuali semata-mata
menyandarkan keduanya kepada ruba'iyatu at-
tagsim atau pembagian segi empat, tetapi ini
tidak mungkin dilakukan. Yang benar kata Toha
adalah bahwa Syatibi membagi al-maqosid
secara garis besar menjadi dua pertama
maqosid as-syari' dan kedua maqosid al-
mukallaf. Al-Jabiri fidak menyebutkan bagian
yang kedua ini, kemudian Al-Jabiri mengatakan
Syatibi membagi maqosid syari’ menjadi
empat macam, pertama maqosid yang secara
prinsip diletakkan oleh syari'ah (magqasid
wadh’u as-syari’ ibtidaan), kedua, maqosid
yang letakkan Syari’ untuk di pahami (magosid
wadh'u syari’ lil-itham oleh manusia), ketiga,
magosid yang diletakkan Syari’ untuk sebagai
beban yang akan dikerjakan {maqosid wadh'u
as-syari‘ah If at-taklif) dan keempat maqosid
yang diletakkan Syari' untuk ketaatan (magosid
wadh'u as-syari‘ah lil imtisal). Syatibi
menjadikan maqosid al-mukallaf menjadi satu
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menjadikan al-ausof (sifat-sifat) sebagai
dasar penetapan hukum. Misalnya,
(memabukkan adalah sifat yang menjadi
dasar pengharaman khamr), mereka tidak
menjadikan al-goyat (fujuan) sebagai alasan
penetapan bagi hukum (seperti melindungi
akal) sebagai alasan pengharaman
minuman keras. Jadi dalam perspektif Al-
Jabiri, mereka yang menjadikan as-
sababiyah (hubungan kausalitas) lebih akrab
dengan lalar burhani daripada mereka yang
mengambil enumerasi tujuan sebagai
pertimbangan hukum.

Kedua, bahwa al-qoth’i yang dikon-
sepsikan Syatibi bukan qoth’iyatu al-
madhomin ad-dalaliyah (kepastian isi
berdasarkan penunjukan makna), melainkan
qoth’iyatu al-madhomin al-akhlaqgiyah
(kepastian isi menurut etis religius). Selama
goth’iatu al-magosid (kepastian tujuan
syari'ah) tidak masuk dalam konteks
goth’iyatu al-mdhomin yang dibangun atas
prinsip hubungan kausalitas, melainkan
atas tujuan, maka al-madhomin yang
ditetapkan oleh tujuan syari'ah merupakan
aplikasi dari nilai etis reletegius (madhomin
‘amaliah qoyyimah). Dengan demikian, a/-
goth’imenurut Syatibi harus bersumber dari
muatan nilai etis religius (al-madhomin al-
akhlagiyah). Oleh karena itu klaim Al-Jabiri
bahwa Syatibi masuk dalam sistem
epistemologi burhani (an-nidhom al-ma’rifi
al-burhani) menjadi kurang tepat.®

Dengan mencermati karakter
enumerasi tujuan dan dasar-dasar
pembentukannya yaitu nilai-nilai etis
religius, sebetulnya Syatibi lebih tepat
dikatakan masuk ke dalam sistem
epistemologi ‘rfani (an-nizom al-‘irfani)
mengingat tiga catatan pendahuluannya
(mugaddimah) yang keseluruhan berjumlah
tiga belas sebagai pengantar metodologi
yang ia gunakan sebagai pendekatan dalam
karyanya al-Muwafaqat.

Ketiga pendahuluan itu terdiri dari
pendahuluan ke lima, pendahuluan ke
delapan, dan pendahuluan ke dua belas.
Pendahuluan ke lima menjelaskan bahwa
al-‘amal (perbuatan) ada dua macam: ‘amal
al-quiub (perbuatan hati) dan ‘amal al-jawarih
(perbuatan fisik). Pendahuluan ke delapan
menjelaskan bahwa ilmu terkait dengan
perbuatan yang selaras dengan ilmu itu
sendiri. Pendahuluan ke dua belas berbicara
bahwa suatu ilmu harus diambil dari para
mutahaqqiqun (ulama profesional dan kritis).
Selain itu, Syatibi juga menghargai dan
mengutip dari Al-Gazali seorang tokoh yang
juga pakar ilmu akhlak bahkan nama Al-
Gazali disebutnya secara berutang-ulang di
dalam af-Muwafaqgat. Di samping itu
sebagian besar bahkan melebihi dua pertiga
halaman bab pembahasan ini dikhususkan
oleh Syatibi untuk menjelaskan pengertian
al-qoshdu dalam bab al-maqgésid. Selain itu,
Syatibijuga menegaskan bahwa perundang-
undangan (tasyri’) adalah sebagai penjelasan
dari makarim al-akhlaq (etika religius).

Al-Maslahah Sebagai Asas Syari’ah

Hubungan antara teori hukum dan
perubahan masyarakat merupakan salah
satu dari sekian permasalahan pokok dalam
filsafat hukum. Hukum Islam sebagaimana
dipahami oleh para Orientalis memiliki
karakter ruang lingkup yang terbatas

macam. Namun Toha Abdurrahman membagi
dua macam magqgosid tersebut menjadi tiga
kelompok yaitu a, al-maqosid al-ibtidaiyah
meliputi al-magqosid macam pertama yang
disebut al-magqosid dalam arti khusus, b, al-
maqosid al-ithamiyah meliputi al-maqosid
macam kedua yang disebut al-magsudat, ¢,
al-maqosid at-taklifiyah meliputi yang ketiga,
keempat dan bagian kedua dari al-maqosid
yang disebut al-qusud. lihat Toha, Tajdid, hal,
120.

3 Abdurrahman, Tajdid ..., Op.cit, hal. 120.
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(tahdid), tetap (sabat), pasti {gath’), dan
abadi (dawam) dan karena itu hukum Islam
tidak dinamis dan tidak mampu mengikuti
perkembangan masyarakat dan beradaptasi
dengannya. Biasanya pengaruh perubahan
yang terjadi di tengah masyarakat sangat
kuat terhadap keberadaan dan eksistensi
hukum sehingga filsafat hukum baru menjadi
kebutuhan mendesak. Lalu bagaimana
dengan figh Islam. Mampukah hukum Islam
beradaptasi dengan perubahan-perubahan
itu padahal sebagaimana dilukiskan
Orientalis bahwa figh Islam memiliki sifat
keagamaan (diniy), sakral (mugaddas) dan
karena karakteristiknya yang permanen
(sabit). Sebagian orientalis diantaranya
Snouck Hurgronje berpendapat bahwa figh
Islam hanya mencerminkan “teori
kewajiban”. Artinya lebih menicerminkan teori
etika ketimbang teori hukum dalam
pengertian terminologinya. Jadi hukum ls-
lam sesuai dengan karakteristiknya
merupakan hukum agama yang kaku (jamid)
yang tidak menerima perubahan dan
adaptasi dengan dinamika perkembangan
masyarakat. Pendapat ini disertai oleh
beberapa alasan antara lain: 1, hukum Is-
lam sebagai hukum yang komprehensif dan
mutlak menolak perubahan apapun dalam
dirinya sendiri baik berupa konsep maupun
lembaga, 2, Karakteristik sumbernya dan
metode yang berkembang pada masa
pembentukan telah menjauhkannya dari
lembaga-lembaga hukum dan perangkat
negara dan perubahan masyarakat. 3,
Hukum Islam tidak mengembangkan
metode yang sejalan dengan perubahan dan
perkembangan hukum dalam masyarakat.

Sikap para orientalis tersebut
setidaknya berangkat dari dua hal pokok:
pertama sumber hukum Islam adalah
kehendak Tuhan (iradah ilahiyah) yang
bersifat permanen (as-sabat) dan mutlak (a-
ithlaq). Hukum Islam juga memiliki hubungan

kuat dengan iimu Kalam bahkan figh tunduk
pada kalam terutama yang berkaitan dengan
keesaan mullak (al-wahdaniyah a-mutlagah)
dan ini menjadikan figh Islam keluar dari
ruang linkup akal dan kehendak manusia
(al-iradah al-basyariyah). Kedua bahwa figh
Islam mencerminkan lebih banyak sistem
kaidah-kaidah akhlak daripada hukum.

Alasan pertama dibangun atas
pemisahan antara akal dan wahyu, dan asas
yang kedua dibangun atas pemisahan atara
hukum dan akhlak. Pendapat ini didukung
oleh J. Schacht, C. H. Toy, N. J. Couison
dan H. A.R. Gibb.

Dalam pembahasan ini kita tidak akan
mengulas-dan mengungkapkan kelemahan-
kelemahan pendapat para orientalis itu.*!
Hanya saja yang perlu ditegaskan bahwa
pendapat tersebut lebih bersifat teoritis dan
belum melihat bagaimana figh Islam
berkembang dan diperaktekkan dalam kurun
waktu yang cukup lama di tengah
masyarakat yang religius.

Adapun dari aspek metode (al-minhaj)
semua sistem hukum biasanya berusaha
menjadi sempurna dan abadi dan juga
dinamis sehingga mampu menjawab
kebutuhan masyarakat. Hukum Romawi,
misalnya dalam mengatasi masalah ini
berusaha memisahkan antara jus civife yang
dianggap kaku dengan jus honorarium yang
menmiliki sifat yang fleksibel, dinamis dan di
balik kekakuan common Law maka suatu
pengembangan direalisasikan melafui Prin-
ciples of Equily yang dibangun di atasnya
sistem peradilan untuk menyempurnakan
berbagai kekosongan pada hukum umum.
Seperti halnya hukum Romawi tersebut, di
dalam figh Islam pun juga telah dilakukan

3 Lihat Muhammad Khalid Mas’ud.
1995.8hatibi’s of Islamic Law{lslamabad: Is-
lamic Research Institute). .
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pengembangan metade untuk melengkapi
teori-teori sumber hukum yang empat dan
mengisi kekosongan yang belum terpenuhi
oleh sumber-sumber yang empat tersebut
sebagai akibat cara pandang yang kaku dan
tektualis yang selalu bermuara pada kaidah-
kaidah qiyas. Pengembangan metode ini
antara lain dengan nalar al-istihsan, al-
istislah dan siyasah syariiyah.

Menurut Syatibi bahwa tujuan pokok
pembuat undang-undang (Syari’) adalah
tahqiq masalih al-khalgi (merealisasikan
kemaslahatan makhluk), dan bahwa
kewajiban-kewajiaban syari'ah dimaksudkan
untuk memetlihara al-maqasid al-syar’iyah.¥

Syatibi sebagaimana disebutkan di atas
membagi al-masalih menjadi tiga tingkatan
yaitu daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah
kemudian setelah melakukan analisis
mendalam terhadap hubungan ketiga
tingkatan ini, beliau menyimpulkan lima
kaidah yang akan mengontrol al-masalih
tersebut. Kelima kaidah tersebut yaitu: 1.
bahwa al-masalih al-daruriyah menjadi
pokok dari al-masalih lainnya seperti al-
hajiyat dan al-takmiliyat, 2. Bahwa
kekacauan al-masalih al-daruriyah
mengakibatkan kekacauan pada al-hajiyat
dan al-tahsianiyat, 3. Dan bahwa kekacauan
al-hajiyat dan al-tahsiniyat tidak akan
mengganggu keberadaan al-daruriyat, 4.
kekacauan al-tahsini dan al-haji secara
mutlak akan sangat mengganggu eksistensi
al-masalih al-daruriyah, 5. untuk menjaga
al-darury seyogyanya memelihara al-haji dan
al-tahsini.®

Kemudian Syatibi menjelaskan bahwa
maslahat keduniaan dilihat dari dua aspek:
pertama aspek tempat keberadaannya
(mawaqi’ al-wujud), dan kedua aspek
keterkaitan tempat keberadaan itu dengan
nas (al-khitab).

Dari seqi mawagi’ al-wujud tidak akan

ditemukan masalih dan mafasid semata.
Akan tetapi biasanya datam al-masalih itu
terdapat al-mafasid atau sebaliknya. Yang
menjadi pertimbangan di sini adalah aspek
mana yang paling dominan. Apabila yang
dominan itu adatah al-maslahah maka itulah
maslahat yang dimaksudkan oleh Syari'.
Sebaliknya apabila yang dominan itu a-
mafsadat maka inilah mafsadat yang
dimaksudkan oleh Syari’. Namun penting
untuk diperhatikan bahwa maslahah yang
diinginkan itu tidak dimaksudkan untuk
mencampurnya dengan memelihara
mafasid. Al-masalih yang diakui oleh syara’
bersifat murni dan tidak diwarnai oleh
mafsadah, demikian pula al-mafasid tidak
akan diwarnai cleh al-maslahah sedikitpun.

Syatibi membatasi dawabith al-
maslahah (kriterium maslahah) menjadi dua:
pertama maslahat itu bersifat mutlak,
artinya bukan relatif atau subyektif yang
akan membuatnya tunduk pada hawa-
nafsu.* Dan kedua maslahat itu bersifat
universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak
bertentangan dengan sebagian juziyat-
nya.®

Dalam konteks tersebut dapat
dikemukakan sebuah pertanyaan : apabila
realisasi terhadap al-maslahah adalah tujuan
dari pembuat undang-undang (Syari’) maka
mengapa kita tidak menentukan hukum
syari'ah sesuai dengan apa yang kita
anggap maslahat? Dan apabila realisasi
maslahat dengan menarik manfaat dan
menolak madarat adalah tujuan filsafat
konvensional (wadh'i) seperti halnya dalam
syari'ah maka dimanakah letak perbedaan
antara keduanya?

¥ fbid, hal. 151.
% thid, hal. 154.
% Ibid, hal. 1577
* fbid, hal 159.
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Suatu hal yang tidak dapat diragukan
adalah bahwa semua filsafat dan agama
baik samaw! maupun ardi bertujuan untuk
mewujudkan maslahat manusia. Tidak
terdapat perbedaan bahwa maslahat menjadi
titik konsentrasi tasyri,’ filsafat dan menjadi
tujuan keduanya. Hanya saja yang menjadi
perbedaan adalah : bagaimanakah
karakteristik maslahat yang dimaksudkan
itu? dan apa pertimbangan yang harus
diperhatikan dalam menentukan bahwa
sesuatu itu mengandung maslahat atau
mafsadah ?

Dalam pandangan Islam, maslahat
memiliki dua karakteristik yaitu mutiak (al-
itfaq) dan universal {al-kulliyah). Untuk
mengukur apakah sesuatu itu maslahat atau
mafsadah dapat dilihat dari dua aspek yaitu
: mawagqi’ al-wujud. Sehubungan dengan ini
maka aspek yang dominan yang harus
dimenangkan, dan tentu saja dengan
melihat nas (al-khitab) yang memiliki
keterkaitan dengannya. Sedangkan filsafat
meletakkan maslahat secara parsial dan dari
satu aspek saja, dan kerapkali menying-
kirkan pertimbangan al-fada’il al-akhlagiyah
(keutamaan akhlak), kehendak Tuhan dan
aspek akhirat dari segi lain. Sehingga
kriterium maslahat menurut filsafat
konvensional adalah hawa nafsu dan bersifat
temporal. Dengan demikian, al-maslahat
akan kehilangan ciri kemutlakan dan
universaiitasnya.

Perubahan Hukum Karena
Perubahan al-‘Adah

Syatibi melihat bahwa hubungan
hukum syari’ah dengan al-‘awaid (praktek
faktual sehari-hari) jauh lebih kuat dari pada
hubungannya dengan akal sekalipun dalam
doktrin kafam Mu'tazilah bahwa akal dapat
mengetahui baik dan buruknya sesuatu,
namun ini.sesungguhnya tidak lepas dari
hukum yang lahir yang sesuai dan selaras

dengan hati nurani atau jiwa dan dengan al-
‘adah secara keseluruhan.®

Istilah al-'adah menurut Syatibi meliputi
penggunaan bahasa, kebiasaan, tradisi dan
praktek seharai-hari di tengah masyarakat.
Syatibi membagi al-‘adat menjadi dua
macam : 1. ‘awaid syar'iyah: adalah al-
‘awaid yang diakui oleh dalil syara’ atau yang
dinafikannya. Dan ini bersifat permanen
seperti semua sesuatu yang bersifat syar'i
tidak akan berubah atau berganti dengan
adanya perbedaan pendapat mukallaf di
dalamnya.¥”

Syatibi menjelaskan bahwa perubahan
hukum karena adanya perubahan pada al-
‘awaid tidak berarti adanya perbedaan pada
aslul khitab al-syar’i. Akan tetapi maksudnya
bahwa al-‘awaid apabila berbeda-beda maka
setiap adat kembali kepada aslun syar'i atau
sumber syariah yang akan menjadi patokan
hukumnya. Ushul khitab syar'i bersifat
permanen setiap ‘adah yang baru
membutuhkan ijthad dengan cara ithag atau
menyesuaikannya dengan ushul syar'iyah.
Apabila al-‘adah berubah maka berubah pula
hukumnya, yang demikian ini bukan bérarti
ada perubahan pada sumber hukum atau
al-khitab al-syar'i, melainkan karena al-'adah
itu baru dan belum disebutkan di dalam
sumber hukum. Sehingga fa membutuhkan
pembahasan dan metode perundang-
undangan yang baru pula.®

Kekacéuan Pembagian al-Masalih
Kaum Ushuli

Sebagian kaum ushuli mengklaim
bahwa “makarim al-akhlagq” atau akhlak
mulia masuk kategori tahsiniyat dalam al-
maqosid al-syar'iyah dalam pengertiannya

* fbid, hal, 224. ,
¥ Lihat Al-Muwafagat, II.: 215,
® | ihat Al-Muwafagat, 11.: 217.
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yang ketiga yaitu “al-masalih” . Cara
pandang seperti ini adalah suatu
kekeliruan.®*® Kaum fugaha' dan kaum ushuli
memasukkan pembagian al-masalih ke
dalam ibadat, mu'amalat dan al-‘adat
menjadi tiga macam: al-masalih al-daruriyah
yaitu suatu kemaslahatan yang apabila tidak
terpenuhi dapat merusak sistem kehidupan
masyarakat baik bersifat keagamaan
maupun keduniaan, al-masalih al-hajiyah
yaitu menempati posisi lebih rendah dari
pada yang pertama, yaitu apabila masalih
ini tidak terpenuhi tidak sampai merusak
tatanan masyarakat hanya saja akan
mengakibatkan beberapa kesulitan dalam
kehidupan, dan al-masalih al-tahsiniyah
yaitu menduduki posisi lebih rendah dari
pada al-hajiyah. Sifat al-masalih al-
tahsiniyah ini berfungsi untuk melengkapi
dua al-masalih yang ada di atasnya.

Al-masalih al-daruriyah meliputi lima
perkara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan
dan harta. Pengelompokan ini kurang tepat
jika dilihat dari dua sisi yaitu cakupan al-
masalih al-daruriyah yang hanya meliputi
lima jenis saja, dan dari sisi kekhususan
al-masalih al-daruriyah pada jenis-jenis yang
lima tersebut.

Adalah tidak mungkin membatasi al-
daruriyat pada lima jenis tersebut karena di
samping tidak memenuhi persyaratan
pembagian yang logik, juga tidak memenuhi
metode pembagian yang lazim menurut iimu
logika. Hal ini tampak sekali bahwa cakupan
al-masalih yang terdiri dari lima pokok itu
tidak mencegah kemungkinan masuknya
unsur-unsur lain ke dalamnya. Itulah
sebabnya sebagian kaum ushuli yang lain
memasukkan al-‘aradh” dan “al-‘adl”. Jadi
dalam pembagian ini tidak terdapat syarat
differensial yang sangat diperlukan dalam
pengelompokan dan pengkategorian
sesuatu. Akibatnya satu unsur dari unsur-
unsur ini tidak dapat dibedakan dengan

unsur-unsur yang lain seperti dalam
memelihara jiwa dan akal. Dalam
pengelompokan al-masalih tersebut juga
tidak memenuhi syarat-syarat pengkhu-
susan, sehingga tidak ada satu unsur yang
lebih khusus dan lebih spesifik dari unsur
yang sudah dibatasi itu.

Seperti juga halnya tidak mungkin
menerima menyendirinya al-maséalih al-
daruriyah terhadap jenis-jenis tersebut.
Karena hukum yang berkaitan dengan al-
masalih al-hajiyah dan al-tahsiniyah masuk
pula ke dalam jenis-jenis al-daruriyah.
Misainya maslahat yang berkaitan dengan
kebolehan memburu yang dikelompokkan
ke dalam maslahah hajiyah berkaitan juga
dengan memelihara jiwa yang menjadi
maslahah daruriyah. Manakala kelima jenis
ini menajdi bagian yang tercakup dalam al-
masalih al-daruri, al-haji dan al-tahsini maka
tingkatan manakah yang harus lebih utama
atau diutamakan. Dengan demikian,
pembagian tersebut belum melukiskan
struktur al-masélih secara hirarkis logik.
Atau lebih tepat ketiga kategori al-masalih
itu dimasukkan ke dalam konteks al-gdyat
al-kulliyah al-quswa (tujuan universal yang
paling tinggi) di mana setiap kelompok dari
pada al-masalih berusaha untuk
mewujudkannya dengan cara menentukan
perbuatan mukaliaf dari aspek maslahat dan
mafsadatnya. Jika demikian, kelima al-
masalih di dalam kelompok al-daruriyah
sama dengan al-giyam al-akhlaqiyah (niiai-
nilai etika yang tinggi) yang sangat
dirasakan oleh sebagian kaum ushuli
terutama Syatibi dengan mewarnai al-
masélih itu dengan akhlak. Inilah yang
mendorong dia untuk mengatakan bahwa
semua syariat sepakat untuk mengambil
lima unsur dalam al-masalih al-daruriyah

¥ Abdurrahman, Tajdid...hal; 111.
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dengan alasan bahwa ia adalah makna yang
abadi yang diakui oleh fitrah manusia.*

Sebagaimana disebutkan di muka
bahwa jenis maslahah tidak hanya terbatas
pada yang lima, mengingat masuknya
“makarim al-akhlaqg’ pada semua jenis al-
masalih, fenomena ini sesungguhnya
mengharuskan kita unfuk membuat metode
pembagian al-masalih yang baru sebagai
alternatif. Al-masalih yang kami maksudkan
adalah sebagai berikut :

1. Qiyam al-nafu wa al-darar atau “al-
masalih al-hayawiyah” yaitu makna-
makna etis yang berdiri bersama
semua manfaat dan madarat dan
melfiputi semua hal-hal yang konkrit
(material dan fisik). Maka perasaan
yang sesuai dengan semua makna ini
adalah al-lazzah (senang) jika
memperoleh manfaat dan rasa sakit
jika memperoleh madarat. Yang masuk
kedalam kategori ini adalah al-masalth
yang berkaitan dengan jiwa,
kesehatan, keturunan dan harta.

2. Qiyam al-hasan wa al-qubh atau aj-

: masalih al-aqgliyat yaitu makna-makna
etis yang berdiri bersama kebaikan (al-

. mahasin) dan keburukan (al-qabh)
yang meliputi jiwa dan akal. Perasaan
yang sejalan dengan makna ini adalah
kesenangan (al-farh) jika memperoleh
kebaikan dan kesusahan atau
kesedihan jika memperoleh mala-
petaka atau kejahatan. Al-masalih yang
masuk ke dalam kategori ini sangat
banyak atara lain keamanan, kebe-
basan, pekerjaan, perdamaian,
kebudayaan dan kebebasan berpen-
dapal.

3. Qiyam al-salah wa al-fasad atau “af-
masalih al-rubiyah” yaitu makna-makna
etis yang berdiri bersama al-masalih
dan al-mafasid yang berkaitan dengan
kemampuan spritual dan nonpisikis.

Perasaan yang sejalan atau sesuai
dengan makna-makna ini adalah
kebahagiaan (al-sa’adah} pada saat
memperoleh maslahat dan keseng-
saraan pada saat ditimpa oleh al-fasad.
Yang termasuk kategori tersebut
adalah aspek-aspek spiritual seperti al-
ihsan, al-rahmah dan mahabbah (cinta)
khusyu’ dan tawadhu’.

Penutup

Dari uraian di atas kita melihat betapa
metodologi hukum I[slam tidak pernah
diadopsi dari metodologi Yunani. Cara-cara
nalar kaum ushuli merupakan produk orisinil
muslim dan andaikata terdapat persamaan
barangkali hanya pada aspek penamaan
bukan pada aspek esensial. Salah satu
bukti kuat tentang hal ini adalah nalar induktif
Syatibi. Meski metode ini diperkenalkan oleh
Aritoteles namun Syatibi memiliki perspektif
lain tentang induksi ini. Menurutnya induksi
adalah mengetahui sesuatu yang universal
dengan seluruh partikulernya. Dengan
demikian al-maqgdsid sebagai produk nalar
induksi (tidak lengkap) bersifat pasti dan
meyakinkan terlebih seluruh kulliyatnya
mendapat legalitas dari hasil kolaborasi
antara sejumlah. dalil.

Namun demikian hirarki al-magésid (al-
masélih yang pemah ditawarkan Syatibi) dan
juga kaum ushuli yang lain seperti dharuri,
haji dan tahsini secara hirarkis tidak selalu
dapat dipertanggungjawabkan secara
logika. Oleh karena itu dalam tulisan ini
penulis memperkenalkan hirarki al-masalih
yang lebih relevan dan kontekstual dengan
era moderen. Hirarki al-masalih yang baru
ini adalah yaitu pertama, al-maséaiih al-
hayawiyah, kedua al-masélih al-aqliyah dan

**Allal al-Fasi, Magasid Syari‘'ah, hal. 189-
201.
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ketiga al-masélih al-rGhiyah. Pengem-
bangan hukum lslam hendaknya diorienta-
sikan untuk melindungi ketiga maslahat ini
dengan mengacu kepada prinsip umum
(kuiliyat) syari'ah yang pasti dan
universal. @
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